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ABSTRAK ,
Perdagangan manusia adaleh benuk modem dan perbudakan manusin, yamg juie merupakan salah sot perlakuan |
terbumak dan pelangearan harkat dan maabat manusiz, Tindak pidane perdagangan manusia ini telaly mebuas dalam |
bentik jaringan kejahatan, baik lerorganisasi maupun tdok terorganisasi, sera janngan pelabu yang memiliki
jangkauan operasi vang udzk banya anfar wilavah dalam pegerni tetapi juss anear negara, Pengaberan teniang |
perdopngan manusia dalam Kiab Undang-undatg Hukum Pidana membenkan ancaman hukuman yang cukup
rendah terhadap pelaku dan ndak ada keteatuan mengenas perlimdungan hukum bagi korhan sebagni pihak yang
riendertta keregian. Kekusangar pade KUHP i tertetiepr dengan dsabkannya UL Mo, 21 Tahon 2007 entang
pemberantasan Tindak Pidana Perdegangan Orang, vang membenikan sankst pidana yang lebh besar danpada vang
grarur dalam KUHP dan jugs memberikzan jaminan perlindungan hukem bags korban. Perdagangan manusia sebagai
galah saty bentek kejahatan transnosional honys terbaca pada kasus-kases vang dilaporkan zaja, sementara realitas
sehenarnyva sulit diungkap, lebith hesar dari jumlzh yang dilaporkan. Penelitian mi mencoba melibnt bagnimana
penegakan hukum terhiadag tindak podana predoganga™ manusiz vang dilebukan oleh Kepolisian Daeral (POLDAY
Sumitern Selstan Metode yang perwbis gunakan dalam penulisan sknpsi i adalah metode desknptif dengan |
pendekatan yundis sosinlogis, vaitu membahas pertusan dim feon yang selevan wnmek dikshongkan dengan
kenvataan atau prakieknya dilapangan. Berdusarkan penelitizn yang penulis lakukan, diketalui bahwa wpays
penegakan hukum untuk mencegsh dan menanggulang: tindak pidana perdagangan manusiz felah dilaksanakan
sosuai denpan ketentuan yanp dizr dalam UL Woo 21 Tahun 2007 Upava pencegaban dilakukan dengan |
i_-ngnE_;u:LaL:un saxia dan pengetaton momtoring, memberikan penyuluhan, kenasama dengan instansi vang terkait,
sedangkan upaya penangsulutgan dilakukan dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhudap perbuntzn
ang diduga merupakan tindok pidona perdagangan manusin. Adapun kendala vang dihadapl dalam upaye
enepskan hukum terhadap tndak pidanz perdagangan manusa adalah kumngnyn kesadermn masvambat untuk
nelapor senn kumngmya sumber daye manusia, sarana dan prasamna don pihak Kepolisian, Untuk menmgkaikan
penégakan hukuem di masz mendatang, hendaknva ada upaya khusus untuk memumns dan memberantss tindak pidana
perdagangan manusia, meningkatkan sember daya manusia, sarana dan prasarana bagt pihak Kepolsian dengan
mengadakan pelasthan dun sosialisazi, agar lebth mengektifitaskan wpava pencegahan dan pemberantasan undak
prdana perdagangan manusia.
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BAIRT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang penepakan hukum, maka scjak lahir bahkan anak yamg
masih dalam kandungan hingea kematian selaly berurusan dengan hukum. Bepin
banyak aturan vang memberlakukan persvaratan  dan proseduor hukum. mulai dar
musalah kect] sampai masalah kelembagaan ditingkat pasional bahkan intemasional
Mamun dewasa ini, institusi lembaga penegak hukum seolah-olah sebagai lembap;
tertutup dan kelihatan terasing dari dunia luar. Ketertutupan ini akhirnya melahickar
dan mengeluarkan putusan-putusan yang sangal Kontroversial dan sulit untub

dimengerti oleh masyarakat yvang tidak mengetabui seluk beluk dar hukum,

Pelaksanaan penegakan hukum vang transparan, konsisten, konsckwen sert:
menyeluruh sangat didambakan oleh masvarakat. Untuk mewujudkan hal ini
Pemerintah  harus terlebih dahule membenahi aparat penegak hukum  sebagn
pelaksana yang sangat menentukan terlaksana stan tidaknya hukum. Dalam sisten
peradilan pidana, pencgakan hukum ini akan dilaksanakan aleh empat komponen vaiu
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasvarakatan, vang diharapkar
dapat bekerjasama sehingga terbentuk infeyrated criminal jusdice system. Disamping
tu peran pemerintah dan masvarakat juga sangal mempengarvhi keberbasila

pelaksanaan beban tugas dan tanggung jawal para penegak hukum.



Mengenai perdagangan manusia (human irafficking atau rrafficking in person
vang sering ditulis frafficking), banyak masyarakat vang belum memahaminyva, begitu
juga dalam rangka pemberantasannyva. Berbagai pihak mengelubhkan penegakan
hukum yang dilakukan, sehingga dengan menghadapi  kebobrokan hukum i
membuat masyvarakat menjadi tidak bermoral dan tidak mempercayai bukum, Hukom
senlah-olah dimainkan dan bahkan hanya berpibak pada mereka yang memiliki status
sosial tinggl, Keadsan yang demikian membuat penegakan hukum semakin sulit
dilakukan, Tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum
lemah dan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakal, lermasuk tethadap human

irafficking.”

Perdagangan manusia (Auwman frafficking) saat ini telab menjadi bisnis plobal
yang membenkan keuntungan terbesar ketiga setelah perdaganpan senjata dan ohat-
abatan terlarang.  Trafficking merupakan  sindikat  kriminal  intemnasional  vang
terorganisir. perdagangan manusia (frafficking] inlernasional biasanva disamarkan
dalam proses penempatan buruh migran atan ustuk kawin kontrak, perempuan lokal
bigsanya dibujuk oleh calo vang menawarkan gaji tinggd atan dalam beniuk
perkawinan vang menjanjikan bidup mewah, Scjak mercka menerima tawaran
tersebut, sebenarnva mereka sudah masuk dalam jeratan perdagangan (eraffickine)

dan mereka sclanjutnya mengalami berbagai bentuk eksplodtasi seperti pemalsuan dan
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan vang telah

diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menank kesimpulan sebagar berikut:

|. Pads prinsipnva  upaya pencgakan  hukem untuk mencegah  dan
menangpulangi  terjadinva tindak  pidana  perdapangan manusia  alch
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah dilaksanakan dengan baik, Lpaya
pencegahan antara lnin dengan mengadakan razia dan pengetalan monitoring
aparat, terutama di tempat-tempat sarana ransportasi dan tempat hiburan
malam. melakukan koordinasi dengan Depnaker, PITKL BPF2TE] dan kantor
imiprasi, serta dengan ikul seria dalam bubungan kerja sama Interpol dalam
rangka mencegah dan memberantas berbagai tindak pidina perdaganpan
manusia.  Sedanpkan  upaya  penindakan  antars  Jain diawali  dengan
penvelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan sampai penyerahan berkas
perkara kepada penuntut wmum, yang telah dilakukan sesuai dengan kelentuan
vang diatur dalam KUHAP dan UU Ne. 21 Tahun 2007, Namun untuk
petkembangan proses selanjutnya. terlihat masih kurangnya koordinas: antara
pihak Kepolisian dengan komponen penegak hukum lainnya dalam sistem
peradilan pidana.
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